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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PEDOMAN
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PEKALONGAN.

ABSTRAK Do Keputusan ini ditetapkan untuk mengatur penanganan benturan
kepentingan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan dengan
pihak lain dengan mendasarkan pada Keputusan KPU Nomor 323/HK.03-
Kpt/08/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan

Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan
ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran
Negara Rl Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor
3851); UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Rl Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan UU
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI
Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor
4150); Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; Peraturan Presiden RI Nomor 55
Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun
2012-2014 (Lembaran Negara Rl Tahun 2012 Nomor 122); Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah Berita Negara Rl Tahun
2014 Nomor 1813), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor
10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52
Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di

Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Rl Tahun 2014 Nomor 671);



CATATAN

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan
Benturan Kepentingan (Berita Negara Rl Tahun 2012 Nomor 65);
Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Rl Tahun 2019 Nomor
320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan
Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja KPU, KPU
Provinsi, Dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor
786); Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat
KPU Provinsi, Dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI
Tahun 2020 Nomor 1236); Keputusan KPU Nomor 323/HK.03-
Kpt/08/KPU/VII/2020  Tentang Pedoman Penanganan Benturan

Kepentingan Di Lingkungan KPU.

Dalam Keputusan ini ditetapkan : Pedoman Penanganan Benturan

Kepentingan di Lingkungan KPU Kabupaten Pekalongan.
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